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BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PEEATURAN BUFATI BUTON
NOMOR /7 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUEKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pcmbentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungs serta tata
kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bulon;

Mengingat - 1.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang
Pembentukan Dacrah-dacrah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1 822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438};



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tshun 2011
Noumor 82, Tambaban Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

h

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Repulblik Indunesia
Tahun 20141 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) scbagaimana
telah beberapa kali diubah terzkhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubzhan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara republik Indonesia Taliun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 4588);

8. Peralwan Pemerintall Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Nomor 4826);

Q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perzangkat Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

10. Peraturan Daerabh Kabupaten Buafon Nomor 2 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2016 Nomor 112);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor € Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bulon;

MEMUTUSKAN:

Menclapkan . PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISAS], TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN BUTON.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Posal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang cimaksud dengan:

1.

o oRowoN

0.
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14.

15.

16.

17.

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
Bupati adalah Bupati Buton.

Wakil Bupszti adalah Wakil Bupati Buiton

Sckretaris Dacrah adalah Sckretaria Dacrah Kabupaten
Buton.

Pecrangkat Dacrah adalah unsur pembantu kepala Daerah
dan Dcwan  DPerwakilan Rakyat  Dacrah  dalam
penvelenggaraan Urusan Pemerintahan yarg menjadi
kewenangan Daerah.

Kecamatan adalah bagian wilayah dan Daerah yvang
dipimpin oleh Camat.

Camat adalan pcmimpin dan koordinator
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah  kerja
kecamatan.

Kclurahan adalah wilayah kerja Lurah sebaga Peranghkat
daerah dalam wilayzsh Kecamatan.

Lurah adalal Kepala Kelurahan yang ada di wilayah
Kabupalten Buton.

Sekretariat adalah Sekretarial dalam wilayah kerja Kantor
Kecamatan dan/atau Kelurahan

Sekretaris Camat adalah Seckreraris Camat pada kantor
Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Duton.

Sckretaris  Lurah  adalah  Sekretarts pada Kanlor
Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Buton.

Scksi adalah Seksi pada Kantor Kecamatan danfatau
Kehurahan dalam Wilayah Kabupaten Buton.

Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kantor Kecamatan
dalam Wilayah Kabupaten Buton.

Kepala Seski adalah Kepala Seksi pada Kantor Kecamatan
dan/atzu Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Buton.
Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada
Kantor Kecamatan calam Wilayah Kabupaten Buton.
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BAB TI
KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan Kecamatan

Pasal 2

Kecamatan merupakan perangkat daerah vyang dibentuk
dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa dan kelurahan.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Camat wvang berkedudukan di  bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerzh.

Bagian Kesatu
Kedudukan Kelurshan

Pasal 3

Kelurahan merupakan perangkat Kkecamatan yang
dibentuk untuk membantu atau melaksanakan scbagidn

lugas Camat.

Kelurahan sebagaiamana cimaksud pada ayat (1) dipimpin
olehh Kepala  Keluralian  yang  discbur  Lurah  selaku
pcerangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada

Camat.

Kelurahan dibentuk dengan Perda dengan berpedoman
pada Peraturan Pemerintah.

BAB 11
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Urgenisasi Kecamatan

Pasal 4
Kecamatan terdiri dari:

a. Kecamatan Pasarwajo, merupakan perangkat daerah
dengan Tipe A;



(3)

(4)

(3)

b. Kecamatan Wabula, merupakan perangkat daerah
dengan Tipe A;

c. Kecamatan Wolowa, merupakan perangkat daerah
dengan Tipe A;

d. Kecamatan Siotapira, merupakar perangkat daerah
dengan Tipe A;

e. Kecamatan Lasalimu Selatan, merupakan perangkat
daerah dengan Tipe A;

. Kecamatan Lasalimu , merupakan perangkat dacrah
dengan Tipe A; dan

g. Kecamatan Kapontori, merupakan perangkat dacrah
dengzn Tipe A.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayatr (1) terdin
atas:

a. Camat;

b. Sekretariat,

c. Seks Pemenntabhan,

d. Seksi Pelayanan Umum;

e. Seksi Ketentreman dan Ketertiban;

f. Seksi Ekonomi Pembangunan; dan

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra.
Sekretariat sebagaimara dimaksud pada pada Ayal (2)
Hurul b lerdin atas :

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan

b. Bubbagian Keuangan dan Perlengkapan.

Struktur Organisasi Kecamatan tercantum  dalam
Lampiran [ Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Selkretarial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2]
huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertaneggsungjawab kepada Camat.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat [2) huraf
¢, huruf d,huruf e, huruf {, dan huruf g, dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi vang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Subbagian sebagaimana dimaksiad dalam Pasal 4 ayat (3),
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.



Bagian Kedua

Susunan Organisasi Kelurahan

Pasal 6
(-] Kelurahan terdiri atas:
a. Lurah;
Sekretariat;
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban: dan

¢ a0 o

Sekst Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesra.

(2) Sckretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaria yang berada
dibawah dan bertanpggmngjawab kepada Lurah.

(3) Scksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
hurut d, dan huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
vang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada
Lurah.

[4) Struktur Organisasi Kelurshan tercantum dalam Lampiran
IT Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGS]

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi Kecamatan

Paragraf 1

Camat

Pasal 7
(1) Camat mempunyai fugas:
a. mcnyclenggarakan Urusan Pemerintahen umum;
b. mengoordinasikan kegiatan permberdaydarn
imsyarakat,
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan

keenteraman dan keterdibarn wrmoin;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan FPerda
dan Peraturan Bupati;



(2)

(3)

mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana
e lﬂj’ﬂ.ﬂan LTI,

mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
di ungkal kecamatan,

membina dan mengawasl penvelenggaraan kegiatan
desa dan/atau kelurahan;

melaksanakan Urusan Pemerintzhan yang menjadi
kewenangan daerh vyang :dak dilaksanakan oleh
unit  kerja  Pemerintahan  Daerah yang ada
di kecamatan; dan

melaksanakan tugas lain vang diperintzhkan oleh
peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada
ayat (1], Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah,

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimsksud
pada avat (1) dan ayat (2), menyclenggarakan fungsi:

a.
b.

<.

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

pengoordinasian upaya penyelenggaraan kelenteraman
dan ketertiban umum;

pengonordinasian penerapan dan penegakan Perda dan
Peraturan Bupati diwilayah kerjanya;

pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana
pelavanan umum diwilavah kerjanya;

pengoordinasian penvelenggaraan kegiatan
pemerintahan yvang dilakukan oleh Perangkat Daerah
di tingkat kecamatan;

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan
desa dan/atau kelurahan;

pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerh yang -idak dilaksanakan oleh
unit kera Pemerintahan Daerah vyang ada
di kecamatan;

pelaksanakan fungsi lain vang diperintahkan oleh
peraturan perundang-undangan; dan

pelaksanasn fungsi lain yang dilimpahkan oleh Bupati.



Paragraf 2

Sekretariat Kecamatan

Pagal 8

(1) Sckretars Camat mempunyai ugas melaksanakan
schagian tugas Camat dalam merencanakan operasional,
mengelola, megkoordinasikan, mengendalikan dan
melakukan  pemhbhinaan  dan  pengelolaan  administrasi,
memberikan  pelavanan  teknis  adminisirasi dan
kesekretariatan kepada seluruh umit kerja dilingkungan
Kantor Kecamalan. yvang meliputi urusan surat menyurat
dan arsip, kepegawaian dan ketatalaksanaan, keuangan,
umum dan perlengkapan, kehumasan dan protokol, serta
menyusun laporan etas penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pembingan kehidupan kemasyarakatan
diwilayvoh Kecamatan.

(2) Sckretaris Camart dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) mcnyclenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan kesckretariatan yang  melipuati
pengelolaan wusan surat menyurat dan arsip, hukum,
pengelolaan perlengkapan dan rumeh tangga,
pendidikan dan pelatihan, serta pelaksanaan wurusan
kehumasan dar. protokol;

b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan,
perbendaharaan dan penyusunan arggaran;

c. pelaksanaan urusan kcpecgawalan dan latalaksana;

d. pengendalian urusan umum, kepegawaian, keuangan
dan perlengkapan;,

e. pengoordmasian  urusan umum, kKeuangan  dan
pelapuran kecamalan,

f. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kehidupan kemasyaraka an diwilayah Kecamatan, dan

g, pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan cleh Camat
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinyva.

Pasal 9
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
4. menyusun renczna kerja sub bagian umum dan kepegawaian;

b. mengoordinasikan pclaksanaan urusan umum, kepegawaian,
kehumasan dan dokumentasi lingkup kecamatan;



d.

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup
kecamatan yang meliputi layanan administrasi kenaikan
pangkat, kenaikan gaji berkala (| KGB}, Daltar Urut
Repangkatan ( DUK), data pegawai, membuat konsep usulan
cuti pegawai dan mclaksanakan pcngelolaan daftar penilaian
pekerjaan pegawai ( DP3);

pelaksanaan wrusan administrasi umum dan ketatausahaan
meliputi layanan adminsitrasi surat menyurat;

mempelajari, memahamidanmelaksanakanperaturan
perundang-undangan vang berkaitan dengan lingkup tugasnya
szbagal pedoman dalam pelaksanaan tugas;

rnernbagi tugas,  memberi  petunjuk, menilal dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pclaksanaan tugas
dapat berjalan lancar sesua: dengan ketentuan yvang berlalou:
mnenyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
ockretaris Camat terkait dengan tugasnya.

Pasal 10
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana Kkerja sub bagian keuangan dzan

perlengkapan;

menghimpunn rencara kegiatan dan anggaran | RKA) dan
dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA] dari setiap seksi;
menghimpun dan menganalisa data pelaporan kegiatan dari
setiap seksi schagal bahan evaluasi :

melaksanakan pengelalaan paji dan runjangan pegawai negeri
sipll dan pegawai lidak tetap dilinglup kecamatan;
tmelaksanakan kegiatan administrasi dan akuntansi keuangzn
di lingkup kecamatan sesniai dengan keterntuan yang berlaku;

mecnyusun  scgala benmuk  pelaporan  keuangan  lingkup
kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlalko;

mclaksanakan administrasi perlengkapan dan assct daersh
dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaly;

membagi tugdas, memberi pelunjuk, menilai dan mengevaluas:
hasil kcrja bawahan ager pclaksanaan tugns dapat berjalan
lancar sesuai dengan keientuan yangberlaku;

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Sckretaris Camat terkait dengan tugasnya.



Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 11

Kepala Seksi Pemerintehan mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun rencana kerja seksi pemerintahan ;

1

menylapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat
daerah dan instansi vertikal dibidang penvelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

melaksanakan tugas yang dilimpahkan buapati kepada camat
dalam bidang pemrintahan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan urusan seksi pemerintahan;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya
sebaga pedoman dalam melaksanakan tugas;

membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai
dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar
sesual dengan ketentuan yang beriaku;

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan
kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Camat.

Paragraf 4

Sekst Pelayanan Umum

Pasal 12

Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyal tugas .

a.
b.

menyusun rencana kerja seksi pelayanan umum;

melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat  di
tingkat kecamatan di bidang perizinan, non perizinan dan
administrastif lainnya;

memberikan bimbingan, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan
administrasi umum dan pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakal;

mengimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan
urusan seksi pelayanan umum;

menyiapkan bahan koordinasi dengan skpd terkait yang tugas
dan fungsinya dalam pelaksanaan pemeliheraan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum;



membagi tugas kepada bawahan, member petunjuk, menilai
dan mengevaluasi hasil kerja agar dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

menyampalkan laporan melaksanakan tugas danj/atau
kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch
atasan.

Paragraf 5

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 13

Kepala Seksi Kelentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

d.

E.

menyusun rencana kerja dan program kegiatan seksi
ketentraman dan ketertiban;

. menylapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait

mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

. menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat

daerah yang tugas dan fungsinva dibicang penerapan
peraturan perundang-undangan;

. melaksanacan pembinaan terhadap linmas yang berada

diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan
ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah
kecamalan,

melaksanakan tanggap beacana lingkup kecamatan;

melakukan koordinasi dengan lembaga
kemasyarakatan (PKK, LPM, PSM, Karangtaruna, MUIL, DMI, dan
forum kecamatan sejenis) vang berada diwilayah kecamatan
untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
masyarakat diwilayah kecamatan;

. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian

data hasil kegiatan urusan seksi kelentraman dan ketertiban
umum;

mempelajari, memahami dan melaksanakan  peraturan
perundang-undangan vang berkaitan dengan bidang tugasaya
sebagai pedoman dzlam melaksanakan tugas;

membagl tugas kepada bawahan, memberi pctunjuk, menilai
dan mengevaluasi hasil kerja agar dapal berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlalou;

menyampaikan laperan pelaksanakan tugas dan/alau kegiatan
kepada atasan; dan

meelaksanakan tugas dinas lain yang diberikan olch atasan.



Paragraf 6

Seksit Ekonomi Pembangunan

Pasal 14

Kepala Seksi ekonomi Pembangunan mempunyal tugas:

.

menyusun rencana kerja dan program kegiatan seksi ekonomi
pembangunarn;

melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan
pembangunan  dibidang  perekonomian vyang meliputi
pembinaan produksi, distribusi dan linglkungan hidup.

mengatur partisipasi masyvarakat untuk ikutserta dalam
perencanaan pembanguran lingkup kecamatan dalam forum
musyawdarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan
kecamatan;

menyiapkan bahan koordinasi dengan skpd terkait dalam hal
pelaksanan  pembangunan dan peaingkatan  perckononuan

masyaralat;

melaksanakan tagas vang dilimpahkan Bupati Kepada camat
dalam bidang ckonomi, pekerjaan umum dan pembangunan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan urusan scksi cxonomi pembangunan,

membagi tugas, memberi petunjuk, menilar dan mengevaluasi
hasil kerjz bawghan agar dapar berjalan lancer sesuai dengan
kelenluan yang berlaku,

menyampaikan laporan pelagsanaan tugas kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

Paragraf 7

Seksi Pemberdayaan Masyarakeat dan Kesra

Pasal 15

Kepala Seksi Pemberdayasn Masyarakat dan Kesra, mempunyai
tugas:

.

menyusun rencana kerja kegiatan seksi Pemberdayaan
masyarakat dan Kesra;

melakukan koordinasi dengan SKPD zerkait yang
tugas dan fungsinya dalam hal kesejahteraan rakyat;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan
urusan seksi pemberdayaan masyarakat den Kesejahteraan

raloyat;



d. melaksanakan evaluasi  terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan bailk yang
dilakukan unit kerja pemernntah maupun swasla;

¢. melaksanakan operasional penanggulangan masalah
keschatan akibal bencana dan wabah penyzkit skala
kecamaran;

[. melaksanakan kewaspacaan pangan dan gizi lingkup
kecamatan;

g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan
pencemaran lingkungan skala kecamatan;

h. memfasilitasi pengaturan dan pengorganisasian  sistem
kesehatan ling<up kecamatan;

.. membagi tugas kepada bawahan, memberi petunjuk, menilai
dan mengevaiuast hasil kerja agar dapat berjalan lancar
sesual dengan ketentuanyangberlaku;

J- menyampaikan laporan pelaksanakan tugas dan/atau kegatan
kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lainayas yang diberikan oleh
atasan.

Bagien Kcdua
Tugas dan Fungsi Kelurehan

Pasragraf 1
Lurah

Pasal 16
(1) Lurah mempunyai tugas membantu Camalt dalam:
a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
melakukan pemberdayaan masyarakat;
melaksanaksn pelayanan masyarakal,

memelihara ketenteraman dan ketertiban urnum,;
memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan

P oD T

LLITLLLTTL,

melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh camat; dan

melaksanakan fugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(2) Lurzh dalam melaksaankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayalt (1) menyelenggarakan fungst:

ey

z. pelaksaanaan urusan kesekretariatan;
b. peleksanzkan kegiatan pemerintahan kelurahan;
¢. pemberdayaan masyarakat;



d. pelayanan masyarakat;
pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum:

. pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan
LAITILITT],

g. pembinaan terhadap perangkat lIngkungan, kclompok
kemasyarakatan dan sejenisnya dalam wilayah kelurahan;

h. pelaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Camat: dan

1. pelaksanakan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasragraf 2
Sekretariat Kelurahan

Pasnl 17

{1) Sckrctaris Lurah mcmpunyai tugas mclaksanakan scbagian tugas

(2)

Lursh dalam  melakukan  pembinaan  administrasi dan
memberikan  pelayanan  teknis administratif kepada selurah
satuan kerja dilingkungan Kantor Kelurahan yang meliput urusan
surat menyurat dan arsip, kepegawaian dan ketatalaksanen,
keuangan, hukum, umum dan perlengkapan, kehumasan dan
protokol, serta menyusun laporan atas penyelenggaraan tugas-
tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemdupan
kemnasyarakatar.

Sekretaris Lurah dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatauseshaan yang meliputi pengelolaan
surat menyural, arsip dan dokumentasi, pelaporan, hukum,
pengelolaan  perlengkapan dan rumah langga, serta

pelaksanaan wusan kehumasan dan protokol;

b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan,
dan penyusunan anggarar;

¢c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan tatalaksana;

d. penyusunan laperan atas penyelenggaraan (ugas-tugas
pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kehidupan
kemasyarakatan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai
dengan tugas pokok can fungsinya.



Paragraf 3

Seksi Pemerintahan

Pasal 18
Kepala Seksi Pemerintahan dan pelayanan umum mempunyai
Ltugas:
a. memberikan pelayanan urusan pemerintahan kepada
masyarakat,
b. mengumpulkan bahan petunjuk teknis atas penyelenggaraan
Xegiatan pemerintahan;

¢. melakukan pembinaan wilayah dan masyarakal, administrasi
xependudukan, catatan sipill, administrasi pertanahan;

d. melaksanakan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
e. mengolah dan mengevaluasi data;

melaksanakan pelavanan umum yang meliputi urusan
pengelolaan dan inventarisasi kekayaan Kelurahan, pengadaan
sarana dan prasarana pelayanan kebersihan serta pelayanan
mnformasi dan komunikasi.

Paragraf 3

Seksi Koetenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 19

Kepala Seksi Keteniraman dan ketertiban Umum mempunyai

tugas :

a. membuat rencana kerja dan program kegiatan sexsi
ketentraman dan ketertiban umum;

b. melaksanakan pembinasn ketentraman dan ketertiban yang
meliputi ketentraman dan ketertiban, tertib perizinan;

c. melaksanakan pembinazn administarst pertahanan sipil dan
linmas.

d. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah

Paragraf 4
Seksi Pembangunan, Pemberdaaan Masyarakat dan Kesra

Pasal 20

Kepala Seksi Pembangunan, Pembercayaan Masyarakat dan Kesra
memplinyail fiigas :



(1)

(?)

a. mengumpulkan dan menyiapken bahan peturjuk teknis
perencanaan program ;
b. melaksanakan penyusunan program dan pembinaan kehidupan

keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, serta kepemudaan
dan olah raga;

c. melaksanakan dan mengkoordinasikar penyusunan rencana
dan pregram pembangunan;

d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas jalannya
program pembangunan;

e. melakukan pembinaan terhadap penyelengpgaraan
pembangunan d bidang perekonomian yang meliputi pembinaan
produksi, disiribusi dan lingkungan hidup;

f. melakukan penyusunan rencana dan program, kegiatan

pembinaan masyarakal dan kesra, serta mental spritual dan
KB.

g. membuat Laporan hasil pelaksanaan tugas; dan

h. melaksanakan tugas lain yvang diberikan oleh Lurah

BAEV
TATA KERJA

Pzsal 21

Dalam melaksanakan tugas setiap unsur dilingkungan Kecamatan
Adan kelurahan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun antar satuan
kerja di ingkungzn Kantor Kecamatan dan Kelurzhan dan Instansi
lain diluar lingkungan kerja Kantor Kecamatan can kelurahan
sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Setiap pimpinan Unit Organisasi bertsnggungjawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagl pelaksanaan tugas sesual dengan uraian tugas yang
telah ditetapkan.

Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara berlanggungjawab
serla dileporkan secara berkala sesuai dengan kelentuan Feraturan
Perundang-Undangan



Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di
bawahnva.

Pasal 24

Atas dssar pertimbangan dayva guna dan hasil guna setinp pejabat di
lingkungan Dinas Ketzhanan Pangan dapat mendelegasikan kewenangan

tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

BAB VI
ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Ezelon
Paaal 25

(1) Camatl merupakan jabatan strukrural eselon llla atau jabatan
administrator

(2) Sekretaris Camat merupakan jabatan strukural eselon IlIb
ataa jabatan administirator.

(3) Lurah dan Kepala Scksi pada Kecamatan merupakan jabatan
struktural eselon Va alau jabatan pengawas

(4) Kepala subbagian pada Kecamatan, Sekretrais Lurah can
Kepala Scksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural
esclon [Vb atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 26

(L) Camat, Sekretaris Camat, Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala
Subbagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan olch
Bupati.

(2) Tata cara pengangkatén dan pemberhentian scbagaimena
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.



BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 237

(1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi dilingkungan Kecamatan dan keurahan dibebankan
pada Angparan Pendapatan dan Belanjz Daerah.

(£2) Sclain biaya yang bersumber dari Angparan Pendapatan dan
Belanja Dacrah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Kecamatan dan kelurahan dapat diberikar bantuan
pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian
diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku

Pasal 29

(1) I kelurahan dapat diangkat Kepala Lingkungan untuk membantu
Lurah dalam peaksangan lugas-ltugas operasional dalam wilayah
kenjanya.

(2) Tata cara pengangkatan dan pemberhendan, scria lugas dan
fungsi Kcpala Lingkungan diatur dengan Deraturan Bugpati
tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pazga 30

Il'claksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam
Feraturan Bupali ini dilaksanakan mulai Tahun 20717



BAB X
PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Dupati ini mulai berkiku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetakuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupatcn Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal |3 OTORE- 2016
PARAF

,«L PATI BUTON,

Pss %

S

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN




BAE X
PENUTUP

Pasal 31
Peraturan Buparsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupatcn Duton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tangzal \3 Ocmeel 2016

Cap/TTD

PARAF
P 2
khhz_) H.;P-m G’f BUPATI BUTON,
eaoey,  Oren f

SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di P arwajo
Pada tanggal 4 e 2016
Plt. SEKRETARIS DAKRAH KABUFATEN BUTON,

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198803 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR .f<2
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